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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 638 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Menimbang

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota, perlu melakukan penyesuaian terhadap
ketentuan pemenuhan jumlah kebutuhan panitia
pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara,
jadwal pembentukan dan masa kerja petugas
pemutakhiran data pemilih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA.

Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:



KETIGA

KEEMPAT

a. huruf B BAB II Lampiran I;

b. huruf A BAB III Lampiran I; dan

c. huruf B BAB IIl Lampiran I.

Menetapkan perubahan Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan

berdasarkan:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan



Walikota dan Wakil Walikota; dan

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota,

dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 638 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



BAB II
PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1.

a.

Pembentukan PPK dan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan

secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,

integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS.

Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota

melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota
PPK dan PPS;

seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;

pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan
PPS;

tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota
PPK dan PPS;

wawancara calon anggota PPK dan PPS;

pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan

penetapan anggota PPK dan PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK dan PPS

sebagai berikut:

1)

2)

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari;
dan

b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang
mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan
sarana media informasi.

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS



3)

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK

dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a)

b)

d)

menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS sejak
pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan
berakhirnya masa pendaftaran;

dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir
tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2
(dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, maka
KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali
perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
dalam hal sampai dengan Dberakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf b) jumlah peserta yang mendaftar kurang
dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan,
KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan tahapan
pembentukan PPK dan PPS sepanjang jumlah peserta
yang mendaftar tidak kurang dari 1 (satu) kali jumlah
kebutuhan PPK dan PPS;

dalam hal sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam huruf b)
tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah peserta
yang mendaftar kurang dari 1 (satu) kali jumlah
kebutuhan, KPU Kabupaten/Kota dapat membuka 1
(satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3
(tiga) Hari;

menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon
anggota PPK dan PPS; dan

membuat tanda terima kelengkapan dokumen

persyaratan calon anggota PPK dan PPS.

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK dan

PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a)

melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK
dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen
persyaratan calon anggota PPK dan PPS sejak
penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat

2 (dua) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;



4)

5)

6)

b) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS; dan

c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat
1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir,
dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS
sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota

PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi

calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a) mengumumkan hasil penelitian administrasi
berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian
administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah
berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan

b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada
tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat
dan memanfaatkan sarana media informasi.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon

Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap

calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan
masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang
telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada
tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat
dan memanfaatkan sarana media informasi; dan

b) menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak
pengumuman hasil penelitian administrasi sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.

Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS,

KPU Kabupaten/Kota:

a) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS
yang dilakukan paling lambat 6 (enam) Hari setelah
tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi

berakhir;



7)

8)

b)

d)

melakukan seleksi tertulis pada wilayah
kabupaten/kota setempat dengan memanfaatkan
perangkat teknologi informasi dan menjamin asas
efektif, efisien serta keterbukaan dalam
pelaksanaannya, kecuali pada wilayah yang memiliki
keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan
akses, wilayah yang berkarakter khusus, dan/atau
wilayah yang mengalami bencana, maka seleksi tertulis
dapat dilakukan dengan metode manual;

melakukan seleksi tertulis dengan materi yang
disiapkan oleh KPU yang mencakup:

(1) pengetahuan kebangsaan;

(2) kompetensi dasar; dan

(3) pengetahuan kepemiluan;

menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi
tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan
pemeriksaaan  hasil seleksi  tertulis, dengan
mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai
abjad; dan

apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada
urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK
dan PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d),
seluruh calon anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai

sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis.

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan

PPS

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon

anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a)

b)

mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan berita
acara penetapan hasil seleksi tertulis paling lama 3 (tiga)
Hari setelah tahapan seleksi tertulis berakhir; dan

mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tempat publik
yang mudah diakses oleh masyarakat dan

memanfaatkan sarana media informasi.

Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS



9)

10)

Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU

Kabupaten/Kota:

a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:
(1) pengetahuan kepemiluan;

(2) komitmen yang mencakup integritas,
independensi, dan profesionalitas;

(3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan

(4) klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;

b) melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang
dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;

c) dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara
terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya;

d) melakukan wawancara pada wilayah daerah
kabupaten/kota setempat dan dapat menggunakan
perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas
efektif, efisien serta keterbukaan dalam
pelaksanaannya,;

e) melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian
wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
dan

f) menentukan peringkat calon anggota PPK dan PPS
berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam
berita acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah
pelaksanaan wawancara.

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi

sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf f) paling lama 3

(tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat

publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan

memanfaatkan sarana media informasi.

Penetapan Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan penetapan anggota PPK dan PPS, KPU

Kabupaten/Kota:

a) menetapkan anggota PPK dan PPS serta calon pengganti

anggota PPK dan PPS berdasarkan berita acara hasil



b)

d)

seleksi calon anggota PPK dan PPS paling lambat 1
(satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi
berakhir, dengan ketentuan:

(1) S (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon
anggota PPS pada peringkat teratas sebagai
anggota PPK dan PPS; dan

(2) 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon
anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai
calon pengganti anggota PPK dan PPS.

mengangkat dan melantik calon anggota PPK dan PPS
yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi
sesuai dengan masa kerja PPK dan PPS yang dilakukan
secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak
memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara
daring;

meminta calon anggota PPK dan PPS yang bersangkutan

untuk menandatangani pakta integritas dengan

menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II; dan

melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK

dan PPS kepada KPU melalui KPU Provinsi.

d. Ketentuan lain pengangkatan anggota PPK dan PPS sebagai

berikut:

1)

Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:

a)

b)

pendaftar seleksi anggota PPK dan PPS tidak memenuhi
ketentuan yang dibutuhkan atau sampai dengan batas
akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar;

peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak
memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan; dan
peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak
dapat melanjutkan tahapan seleksi berikutnya yang
mengakibatkan  terjadinya  kekurangan = jumlah

kebutuhan PPK dan PPS,

maka KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan

lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya

masyarakat, lembaga pemerintahan, komunitas peduli

Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk



2)

mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi

persyaratan.

Mekanisme Kerja Sama dalam Seleksi Calon Anggota PPK
dan PPS

a)

b)

d)

KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno
bahwa pendaftar atau calon anggota PPK dan PPS yang
lolos seleksi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi
ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada
masyarakat yang berada pada wilayah kerja PPK/PPS
memenuhi persyaratan dalam seleksi terbuka;

KPU Kabupaten/Kota menetapkan kekurangan jumlah
kebutuhan calon anggota PPK dan PPS untuk dipenubhi,
yakni sejumlah kekurangan dan dituangkan dalam
berita acara dan wajib untuk memberitahukan
kekurangan kebutuhan kepada KPU Provinsi dengan
lembaga yang ditunjuk dalam metode kerja sama;

KPU Kabupaten/Kota menginformasikan kepada
Bawaslu Kabupaten/Kota terkait adanya jumlah
kekurangan calon anggota PPK dan PPS tidak
memenuhi jumlah yang dibutuhkan dan metode yang
akan ditempuh dalam upaya pemenuhan jumlah
kebutuhan;

KPU Kabupaten /Kota memutuskan lembaga
pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga pemerintahan, komunitas peduli
Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik yang
akan bekerja sama dalam proses seleksi untuk meminta
sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai
dengan persyaratan;

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi
terhadap calon anggota PPK dan PPS dari hasil kerja
sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan,
komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau
tenaga pendidik untuk ditetapkan pada tahapan
penetapan dengan mencantumkan keterangan proses

seleksi yang dilakukan;



g)

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi
terhadap calon anggota PPK dan PPS dari hasil kerja
sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan,
komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau
tenaga pendidik untuk ditetapkan pada tahapan
pengumuman hasil seleksi administrasi dengan
mencantumkan keterangan proses seleksi yang
dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai
dengan ketentuan; dan

KPU Kabupaten/Kota juga menyertakan PPK dan PPS
hasil dari kerja sama dalam pengumuman PPK dan PPS

terpilih dengan keterangan metode yang dilakukan.



BAB III
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Persyaratan Calon Pantarlih
1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih
Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:
a. surat pendaftaran;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah
terakhir;
e. pas foto;
f.  surat pernyataan; dan
g. surat keterangan.
Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih
yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi
sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2022 beserta kelengkapan dokumen pendukung tercantum dalam

tabel berikut:

NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
a. | warga negara Indonesia. fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik.

b. | berusia paling rendah 17 | fotokopi kartu tanda penduduk

(tujuh belas) tahun. elektronik.
c. | berdomisili dalam wilayah | fotokopi kartu tanda penduduk
kerja. elektronik.

d. | mampu secara jasmani dan | 1) surat keterangan sehat

rohani. secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit,
atau klinik;

2) surat pernyataan tidak
memiliki penyakit penyerta
(komorbiditas); dan

3) surat pernyataan sehat

secara rohani.
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NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN

e. | berpendidikan paling rendah | fotokopi ijjazah sekolah
sekolah menengah atas atau | menengah atas/sederajat atau
sederajat. ijazah terakhir.

f. tidak menjadi anggota partai| 1) surat pernyataan bagi yang

politik atau tidak lagi menjadi
anggota partai politik paling

tidak menjadi anggota Partai

Politik; atau

singkat 5 (lima) tahun. 2) surat keterangan dari partai
politik yang bersangkutan
bagi calon yang paling tidak
lagi menjadi anggota partai
politik S

singkat (lima)

tahun.

2.

a.

Penjelasan Persyaratan

Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan
rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d juga
termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit
penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat:

hipertensi;

diabetes mellitus;

tuberkulosis;

stroke;

kanker;

penyakit jantung;

penyakit ginjal;

penyakit hati;

© o N o u s b=

penyakit paru; dan
10. penyakit imun.

Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit,
puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan
kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol.

Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah

sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud
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pada angka 1 huruf e tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi
oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam
membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat
pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai
Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, juga
termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim
pemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima)
tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang kemudian dilakukan verifikasi
dengan menggunakan sistem informasi partai politik.

Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi
partai politik ditemukan calon Pantarlih yang terdaftar sebagai
anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan
yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan
surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan
identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait

tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

3. Keterangan Kelengkapan Dokumen

a.

Calon Pantarlih melengkapi seluruh kelengkapan dokumen
persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan
Surat Pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, menggunakan
format surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu)
lembar sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c;

3) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah
terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e;

4) surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf d angka 2), huruf d angka 3) dan huruf f angka
1) merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II;
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5) surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf d angka 1) yang dikeluarkan oleh rumah
sakit, puskesmas, atau klinik;

6) daftar riwayat hidup menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna
berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;

7) surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf f angka 2) mengacu pada ketentuan masing-
masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi
menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
dan

8) surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa
nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai
politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon
Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai
politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan

secara fisik, dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPS; dan

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih.

Kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih dalam bentuk fisik

dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau

difoto, kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPS untuk diunggah ke SIAKBA.

4. Pertimbangan Persyaratan

a.

Dalam  pembentukan  Pantarlih, @KPU  Kabupaten/Kota
mengutamakan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan
informatika serta kepemilikan gawai yang kompatibel dengan
pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani calon
Pantarlih, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan
rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit
setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan surat

keterangan di rumah sakit atau puskesmas yang
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direkomendasikan/ditunjuk.
Dalam pembentukan Pantarlih, penyandang disabilitas dapat
menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu

melaksanakan tugas sebagai Pantarlih.

B. Mekanisme Pembentukan Pantarlih

1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022,

pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian

calon Pantarlih.

Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan

meliputi:

a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;

b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih,;

c. penelitian administrasi calon Pantarlih;

d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

Uraian kegiatan dalam pengangkatan calon Pantarlih sebagai berikut:

a.

Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih

Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, PPS:

1) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan

2) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang
mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana
media informasi.

Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, PPS:

1) menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman
pendaftaran dilakuk an sampai dengan berakhirnya masa
pendaftaran;

2) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon
Pantarlih secara fisik; dan

3) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan
calon Pantarlih.

Penelitian Administrasi Calon Pantarlih

Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, PPS:

1) melakukan penelitian administrasi calon Pantarlih dengan

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih



2)

3)
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sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan
paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran
berakhir;

melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan
calon Pantarlih; dan

menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1
(satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir yang
dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format

berita acara.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Pantarlih

Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon

Pantarlih, PPS:

1)

2)

3)

menyampaikan hasil penelitian administrasi Pantarlih
kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari
untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan
berita acara penetapan hasil seleksi paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih,;
dan

mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat
publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan

memanfaatkan sarana media informasi.

Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih

Pada tahapan penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS:

1)

2)

3)

4)

menyampaikan hasil seleksi kepada KPU Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan persetujuan;

menetapkan Pantarlih berdasarkan persetujuan KPU
Kabupaten/Kota dengan berita acara hasil seleksi calon
Pantarlih paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan
pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih
berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota;

mengumumkan Calon Pantarlih Terpilih berdasarkan-hasil
seleksi.

mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang
mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana

media informasi.



5)

6)
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mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang dinyatakan
lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai
dengan masa kerja Pantarlih, yang dilakukan secara luring,
apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan
pelantikan dapat dilakukan secara daring; dan

melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan Pantarlih

kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

4. Ketentuan lain pengangkatan Pantarlih sebagai berikut:

a.

Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) TPS, dalam hal

jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS lebih dari 400 (empat ratus)

pemilih, KPU Kabupaten/Kota dan PPS mengangkat 2 (dua)

orang Pantarlih untuk TPS tersebut.

Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:

1)

2)

pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang
dibutuhkan; atau
peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak

memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan,

PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada

dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah

kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.

Mekanisme penunjukan calon Pantarlih, PPS:

1)

2)

3)

4)

memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon
Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi
terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang
dibutuhkan;

menetapkan kebutuhan jumlah calon Pantarlih untuk
dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam
berita acara;

menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait
adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang
dibutuhkan;

meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada
wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon

Pantarlih; dan
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5) melakukan verifikasi administrasi terhadap calon Pantarlih
yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman
hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan
keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan

tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 638 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN  TEKNIS PEMBENTUKAN
BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

H. JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA BADAN ADHOC

PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024

3. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih

JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR

1. pengumuman pendaftaran 13 Juni 2024 17 Juni 2024
calon Pantarlih/PPDP

2. penerimaan pendaftaran 13 Juni 2024 19 Juni 2024
calon Pantarlih/PPDP

3. penelitian administrasi 14 Juni 2024 20 Juni 2024
calon Pantarlih /PPDP

4. pengumuman hasil seleksi 21 Juni 2024 23 Juni 2024
calon Pantarlih/PPDP

5. penetapan nama hasil 23 Juni 2024 23 Juni 2024

seleksi Pantarlih /PPDP

6. pelantikan Pantarlih/PPDP 24 Juni 2024 24 Juni 2024




MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA AWAL AKHIR

Masa Kerja Pantarlih/PPDP 24 Juni 2024 25 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
=PIt

pala Biro Perundang-Undangan,



